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KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 504/ PMK.04 /2009

TENTANG

PELAYANAN KEPABEANAN 24 (DUA PULUH EMPAT) JAM SEHARI DAN
7 (TUJUH) HARI SEMINGGU PADA KANTOR PABEAN

Menimbang

Mengingat

o

DI PELABUHAN TERTENTU
MENTERI KEUANGAN,

bahwa dalam rangka mendukung peningkatan daya saing
perekonomian nasional dan guna mendukung kebijakan
pemerintah untuk meningkatkan pemberian pelayanan
kepabeanan, perlu menetapkan waktu pelayanan kepabeanan
di pelabuhan tertentu selama 24 (dua puluh empat) jam sehari
dan 7 (tujuh) hari seminggu;

bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Keputusan Presiden
Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan
Lembaga Pemerintah ditetapkan bahwa Menteri atau Pimpinan
Lembaga Pemerintah dengan koordinasi dan setelah mendapat
persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dapat menetapkan hari dan jam kerja tersendiri untuk
kepentingan pemberian pelayanan kepada masyarakat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Keuangan tentang Pelayanan Kepabeanan 24 (dua
puluh empat) Jam Sehari dan 7 (tujuh) Hari Seminggu pada
Kantor Pabean di Pelabuhan Tertentu;

Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja
di Lingkungan Lembaga Pemerintah;

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 71/KMK.01/1996
tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Departemen
Keuangan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 /PMK.01/2009;



Memperhatikan

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA
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Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor: B/120.1/M.PAN/12/2009
tanggal 15 Desember 2009;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PELAYANAN
KEPABEANAN 24 (DUA PULUH EMPAT) JAM SEHARI DAN 7
(TUJUH) HARI SEMINGGU PADA KANTOR PABEAN DI
PELABUHAN TERTENTU.

Menetapkan pelayanan kepabeanan pada kantor pabean di
pelabuhan tertentu selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7
(tujuh) hari seminggu.

1. Kantor pabean di pelabuhan tertentu sebagaimana dimaksud
dalam Diktum PERTAMA ditetapkan sebagai berikut:

NO NAMA KANTOR LOKASI
1 | Kantor Pelayanan Utama Bea dan | Pelabuhan
Cukai Tipe A Tanjung Priok Tanjung  Priok,
DKI Jakarta
2 | Kantor Pengawasan dan | Pelabuhan
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe | Belawan,

Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2
Makassar

Madya Pabean Belawan Medan, Sumatera
Utara
3 | Kantor Pengawasan dan | Pelabuhan
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe | Tanjung Perak,
Madya Pabean Tanjung Perak Surabaya, Jawa
Timur
4 | Kantor Pengawasan dan | Pelabuhan

Soekarno-Hatta,
Makassar,
Sulawesi Selatan
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2. Penetapan kantor pabean di pelabuhan tertentu selain
sebagaimana dimaksud pada angka 1, ditetapkan dengan
Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai setelah
mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan.

Pelayanan kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
PERTAMA meliputi pelayanan kepabeanan yang dilaksanakan:

a. pada hari dan jam kerja sebagaimana ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hari
dan jam kerja di lingkungan Departemen Keuangan;

b. diluar hari dan/atau jam kerja sebagaimana dimaksud pada
huruf a;

c. pada hari libur kerja.

Dalam rangka pelaksanaan pelayanan kepabeanan sebagaimana
dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku ketentuan sebagai
berikut:

1. pelayanan kepabeanan dilaksanakan berdasarkan manajemen
risiko;

2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengatur penugasan
pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan

mempertimbangkan  beban  kerja = dan  ketersediaan
pejabat/ pegawai;

3. penugasan pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
sebagaimana dimaksud pada butir 2 dapat dilakukan dengan
giliran kerja (shift) dan/atau kerja lembur;

4. pelayanan kepabeanan yang belum dapat diselesaikan oleh
pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada hari
dan jam kerja, diluar hari dan/atau jam kerja, atau pada hari
libur kerja, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA,
dapat dilimpahkan penyelesaiannya kepada pejabat/pegawai
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditugaskan pada giliran
kerja (shift) berikutnya.

Pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEEMPAT angka 4 adalah pegawai
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam
jabatan/tugas tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu
berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2006.
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Terhadap pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang
ditugaskan di kantor pabean yang melaksanakan pelayanan
kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA,
diberikan insentif sesuai dengan ketentuan yang mengatur
mengenai pemberian insentif di lingkungan Departemen
Keuangan.

Penetapan mengenai:

a. jam kerja kantor pabean di pelabuhan tertentu dalam rangka
pelayanan kepabeanan;

b. penugasan pejabat/pegawai dengan giliran kerja (shift) dan/
atau kerja lembur;

c. pelimpahan tugas dan wewenang kepala kantor pabean; dan

d. pelimpahan penyelesaian pelayanan kepabeanan yang belum
dapat diselesaikan,

dilakukan dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Bagi pimpinan unit kerja di lingkungan kantor pabean di
pelabuhan tertentu yang memberikan pelayanan kepabeanan
harus:

a. meningkatkan pengawasan melekat terhadap disiplin pegawai
dalam rangka pemenuhan ketentuan yang terkait dengan hari
kerja, jam masuk kerja, istirahat dan jam pulang kerja serta
memberlakukan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dalam hal terjadi pelanggaran
terhadap ketentuan dimaksud;

b. melaksanakan upaya meningkatkan produktivitas kerja,
disiplin pegawai, dan efisiensi sumber daya dalam rangka
peningkatan pelayanan kepabeanan.

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku setelah 30 (tiga
puluh) hari sejak tanggal ditetapkan.
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Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada :

1.

2.

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi;

Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal,
para Kepala/Ketua Badan, dan para Staf Ahli Menteri
Keuangan;

Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, para Direktur,
Kepala Pusat Kepatuhan Internal, dan para Tenaga Pengkaji, di
lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
dan

Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dan para
Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, di
lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang ditetapkan
untuk melakukan pelayanan kepabeanan sesuai Keputusan
Menteri Keuangan ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2009

MENTERI KEUANGAN,
ttd

SRI MULYANI INDRAWATI



